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Abstrak
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Kinerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah Kinerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini mendeskripsikan kinerja Tim Persiapan yang dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu Kualitas yang diukur melalui kegiatan pemberitahuan kepada masyarakat, pengumpulan data awal, dan hasil konsultasi publik. Berikutnya indikator Kuantitas yang diukur melalui surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi. Serta indikator ketepatan waktu yang diukur melalui jangka waktu pemberitahuan, jangka waktu pendataan awal, dan jangka waktu konsultasi publik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Persiapan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pada Tahapan Persiapan (Pemberitahuan, Pendataan Awal, dan Konsultasi Publik) telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selain itu pada kegiatan Pendataan Awal, Tim Persiapan belum mampu mengumpulkan secara lengkap terkait data kepemilikan dari pihak yang berhak. Rekomendasi sebagai saran ditujukan kepada Tim Persiapan, agar Tim Persiapan menekankan kepada pihak perencana agar data dalam Dokumen Perencanaan yang diajukan terlebih dahulu dilakukan analisis dan kesesuaian sebelum dilanjutkan di Tahapan Persiapan. Selain itu perlu dilakukan Sosialisasi atau bimbingan Tekhnis kepada Instansi Pemerintah yang telah ataupun yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah. Dan yang terakhir adalah perlu  ditekankan kepada Tim Persiapan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
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Abstract

The problem analyzed in a study was about team performance. The objective of the study was to understand and analize performance of preparation team of land procurement in South Sulawesi Province.The study applied a descriptive qualitative method. Team performance in this study was measure with three indicators namely quality measured through community notivication activities, initial data collection, and result of public consultations. The quantity indicator was measured thorugh the Governor’s Decree on location determination, and timeliness indicators was measured through notification periods, initial timeliness, and periods of public consultation.The result of the study showed that preparation team had performed the initial phase (notivication, initial data collection, and public consultations). However, in the initial data collection, team was not able to collect ownership data. It was recommended that the preparation team. Should emphasize to the planner that the proposed planning document should be conducted before the analysis and equity before proceeding in preparation stage. In addition, dissemination and technical guidance was required for government agencies that had or would carry out land procurement activities. And lastly, it should be emphasized to the preparation team to carry out a series of activities based on predeterminated time.
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PENDAHULUAN

Tujuan pelaksanaan pembangunan dewasa ini selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk melanjutkan program-program  pembangunan pemerintah sesuai apa yang  menjadi rancangan pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia sebagai Negara maju. Menurut Sumardjono (2008)  “Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum”. 
Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak individu masyarakat yang tanahnya menjadi lokasi pembangunan, maka Negara melalui Pemerintah telah mengaturnya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Limbong(2015) menjelaskan bahwa “ada beberapa cara untuk memperoleh tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah, yakni dengan member ganti rugi (cara yang paling utama), melepaskan hak atas tanah, dan dengan mencabut hak atas tanah”.
	Permasalahan pengadaan tanah yang sampai saat ini belum selesai tentunya akan berdampak terhadap sektor-sektor publik yang berkaitan dengan kepentingan umum. Menurut Mahendra (1996) “Istilah kepentingan umum merupakan suatu konsep yang sifatnya begitu umum dan belum ada penjelasan secara lebih spesifik dan terinci untuk operasionalnya sesuai dengan makna yang terkandung di dalam istilah tersebut”. Sebagai contoh, pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk mencarikan solusi terhadap perasalahan-permasalahan pengadaan tanah yang menjadi kewenangan pemerintah khususnya bagi Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahap persiapan yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu pemberitahuan rencana lokasi pembangunan, pendataan awal lokasi, dan konsultasi publik. 
	Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah Kinerja Tim Persiapan pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga penelititan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun manfaat praktisnya.  Dari segi akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait SDM pada bidang keagrarian dan pertanahan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Selain itu dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan dari segi manfaat praktisnya adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan terkait pengadaan tanah.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan serta mengamati kinerja dari Tim Persiapan. Metode ini menjelaskantentang permasalahan maupun prestasi yang diangkat dalam rangka mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada pada Tim Persiapan untuk menarik sebuah kesimpulan yang kemudian dijadikan sebuah sebuah rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.Dalam metode ini penjelasan atau deskriptif terhadap permasalahan yang diangkat akan sangat dominan dalam rangka mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada pada Tim Persiapan sehingga kedepannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat lebih efektif.

2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui responden yang terdiri dari 4 (empat) orang Tim Persiapan, serta 3 (tiga) orang dari sekretariat Tim Persiapan. Dalam penelitian ini, para informan dipilih secara sengaja (purposif). Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan pengkajian pustaka berupa buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundangan-undangan, serta sumber literatur lainnya yang dianggap penting dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.




3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
3.1. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan maka digunakan beberapa metode,  meliputi :   
Wawancara, yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan atau personil  yang mengetahui persis tentang permasalahan yang diteliti.Observasi atau pengamatan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan atau melihat langsung. Observasi ditujukan terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Persiapan. Yang terakhir adalah telaah dokumen, yaitu penelusuran data sekunder dilakukan oleh penulis dengan mempelajari berbagai koleksi bahan pustaka atau buku-buku dan non buku yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil-hasil penelitian dibidang kinerja.
3.2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data adalah : Panduan Wawancara, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan objektif dari para informan yang akan diwawancarai, maka penelitian akan menyiapkan instrumen wawancara terbuka. Panduan observasi, yaitu kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang ditelitisertauntukmengetahuirelevansiantarajawabaninformandaninformandengankenyataan yang ada.Terakhir adalah panduantelaah dokumen, alat yang digunanakanolehpenulisdenganmempelajariberbagaikoleksibahanpustakaataubuku-bukudan non buku yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil-hasil penelitian terkait kinerja.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
4.1. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan seluruh data primer dan data sekunder setelah itu direduksi serta mengelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian setelah itu mengolah data berdasarkan akan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lainnya.
4.2. Teknis Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengacu pada metode pendekatan kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah Tahap pengumpulan data, Reduksi data, Display data, Verifikasi, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN
1. Kualitas
	Dalam pasal (8) pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dan dalam melaksanakan tahapan kegiatan tersebut, Gubernur membentuk Tim Persiapan. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan atau disingkat Dinas PERKIMTA, merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
	Kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu dalam tahap persiapan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur diselenggarakan dengan melalui beberapa rangkaian kegiatan. Mulai dari pembentukan Tim Persiapan, pelaksanaan Pemberitahuan rencana lokasi pembangunan, pelaksanaan Pendataan Awal lokasi rencana pembangunan, pelaksanaan Konsultasi Publik, penetapan lokasi pembangunan sampai dengan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.
	Kinerja Tim Persiapan dilihat dari indikator Kualitas, diukur dari pelaksanaan kegiatan Pemberitahuan Kepada Masyarakat, Pengumpulan Data Awal, serta Pelaksanaan Konsultasi Publik. Pemberitahuan kepada masyarakat merupakan rangkaian awal  kegiatan pada tahapan  persiapan. Dalam kegiatan ini, Tim Persiapan bertugas menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat pemilik lahan secara langsung yang berkaitan dengan proses dan tahapan pengadaan tanah. Informasi yang disampaikan harus memuat segala aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah. Dengan informasi yang akurat, masyarakat akan semakin faham dan yakin bahwa pengadaan tanah ini tidak akan merugikan mereka. Karena tanah adalah salah satu sumber mata pencaharian dari masyarakat.Ketika dalam penyampaian informasi oleh Tim Persiapan, namun terdapat masyarakat yang masih kurang memahami, maka akan diberikan keluasan untuk bertanya terkait proses pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberitahuan, secara umum masyarakat banyak yang kurang memahami tentang proses pengadaan tanah, mereka cenderung lebih ingin mengetahui tentang kisaran harga yang hanya dapat diketahui ketika dilaksanakan kegiatan di tahapan pelaksanaan yang menjadi kewenangan BPN.
Pengumpulan data awal atau yang biasa disebut Pendataan Awal, merupakan rangkaian kegiatan pada tahapan persiapan yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.Pendataan Awal lokasi pembangunan dilakukan oleh Tim Persiapan atas dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah bersama pejabat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Dari hasil Pendataan Awal tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.
Kegiatan pendataan awal tidak terlepas dari permasalahan, salah satu kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya keseluruhan prasyarat terkait data dan bukti kepemilikan adalah pemilik lahan yang tidak berada dilokasi. Meskipun data kepemilikan dari lahan tersebut jelas, namun karena ketidak adaan pemilik lahan dilokasi tersebut membuat bukti kepemilikan sulit diperoleh. Selain itu faktor kekhawatiran masyarakat (trauma) menjadi hambatan tersendiri bagi Tim Persiapan untuk mengumpulkan data dan bukti kepemilikan secara lengkap.
Konsultasi Publik merupakan suatu rangkaian kegiatan ditahapan persiapan. Kegiatan Konsultasi Publik ini dilakukan oleh Tim Persiapan dalam rangka memperoleh kesepakatan dengan pemilik lahan tentang persetujuan untuk lokasinya dibebaskan dalam rangka kegiatan pembangunan.Dalam berita acara kesepakatan, terdapat point-point penting yang menjadi kesepakatan antara pihak pemilik lahan dengan Tim Persiapan. Hal mendasar yang dituangkan kedalam berita acara kesepakatan ialah mengenai proses dan pelaksanaan ditahapan persiapan, serta kepastian mengenai persetujuan dari masyarakat tentang ganti kerugian, yang mana bahwa nilai ganti kerugian dapat ditetapkan setelah adanya persetujuan masyarakat melalui musyawarah.Dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik terkadang mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah adanya masyarakat yang tidak ingin atau tidak bersedia menandatangani berita acara kesepakatan. Salah satu alasan masyarakat menolak menandatangani berita acara kesepakatan karena belum adanya kepastian harga.
Walaupun demikian tim Persiapan telah berupaya melaksanakan rangkaian kegiatan di Tahapan Persiapan dengan Maksimal. Selain itu pelaksanaan rangkaian kegiatan ditahapan persiapan telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan kegiatan di Tahapan Persiapan.
2. Kuantitas
Dalam mengukur kinerja Tim Persiapan berdasarkan indikator Kuantitas dapat dilihat dari jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi yang diterbitkan dalam periode waktu tertentu. Penetapan lokasi didasari dari hasil pelaksanaan oleh Tim Persiapan berupa kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal, dan Konsultasi Publik. Dalam kurun periode tahun 2013-2016, Jumlah dokumen perencanaan yang masuk ke Tim Persiapan sebanyak 29 Dokumen perencanaan. namun jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang diterbitkan sebanyak 26 dokumen, yang artinya terdapat perbandingan antara dokumen yang diterima dengan penetapan lokasi yang diterbitkan.
Tidak lengkapnya dokumen perencanaan yang diajukan oleh pihak perencana terkadang menjadi kendala tersendiri bagi Tim Persiapan untuk menerbitkan penetapan lokasi sebelum tahun berjalan berakhir. Kelengkapan dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi secara utuh dan disempurnakan sebagai acuan untuk pelaksanaan di tahapan-tahapan selanjutnya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 
Namun demikian hal ini merupakan pencapaian positif bagi tim Persiapan, mengingat Jumlah Penetapan Lokasi yang diterbitkan pada periode tahun 2013 hingga 2016 sebesar 75,4 %, atau dapat dikatakan bahwa dari 29 dokumen perencanaan yang masuk pada periode tersebut, telah ditetapkan sebanyak 26 Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi hingga akhir tahun 2016. Pencapaian ini tentunya didasari atas hasil kerja Tim Persiapan yang dimulai dari kegiatan verifikasi dokumen, hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi.
3. Ketepatan Waktu
Ketentuan mengenai tenggat waktu di tahapan persiapan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dimana untuk kegiatan pemberitahuan dilaksanakan selama 20 hari kerja, Pendataan Awal Lokasi selama 30 hari kerja, dan Konsultasi Publik selama 60 hari kerja. Tim Persiapan menjadikan ukuran waktu tersebut sebagai acuan dan tolak ukur yang dimulai pada saat dokumen perencanaan diterima secara resmi, hingga keluarnya surat keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi.Dalam kegiatan Pemberitahuan terdapat proses-proses hingga dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam notulen hasil rapat. Dasar dimulainya kegiatan pemberitahuan ini sejak diterimanya dokumen perencanaan oleh pihak perencana setelah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil koreksi pada kegiatan verifikasi dokumen oleh Tim Persiapan.
Kegiatan pendataan awal meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak serta objek pengadaan tanah. Kegiatan Pendataan Awal adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan cara turun langsung meninjau setiap lokasi pengadaan tanah. Dalam implementasinya, ketika data pemilik lahan belum terkumpul secara keseluruhan hingga tenggat waktu yang ditentukan telah habis, maka Tim Persiapan melaksanakan Pendataan Awal lanjutan dirangkaikan dengan kegiatan Konsultasi Publik.Pelaksanaan Konsultasi Publik dihitung sejak ditandatanganinya daftar sementara lokasi.Tim Persiapan mengundang kembali para pemilik lahan berdasarkan daftar nominatif. Pada dasarnya jangka waktu dalam kegiatan Konsultasi Publik dianggap cukup untuk melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut.

PEMBAHASAN
1. Kualitas
Armstrong dan Baron (1998) menjelaskan bahwa “kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi”. Sedangkan menurut Mangkunegara (2002), “kinerja adalah hasil baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.”Dalam mengukur kinerja, Bernardin (Robbins:2006) menetapkan 5 (lima) indikator yakni : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, dan Kemandirian. Sedangkan menurut armstrong dan Baron (Wibowo:2009) ukuran kinerja dapat dinyatakan dari segi kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan pengawasan biaya. Dalam penelititan ini ditetapkan indikator-indikator yang dianggap relevan untuk mengukur kinerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah, yaitu indikator kualitas, Kuantitas, dan Ketepatan Waktu.
Tim Persiapan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan di tahapan persiapan yaitu kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal,dan Konsultasi Publik telah dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Tim Persiapan merupakan gabungan dari beberapa unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya unsur dari SKPD terkait, diharapkan proses pelaksanaan pengadaan tanah di Tahapan Persiapan dapat lebih berkualitas.

Peran dan fungsi maksimal yang dilakukan dalam lingkup organisasi oleh Tim Persiapan akan mempengaruhi hasil kerja dikegiatan pada tahapan persiapan. Perlu dilakukan suatu langkah-langkah pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Albrecht (1983), langkah-langkah pengembangan organisasi dapat dilakukan melalui penaksiran, pemecahan masalah, implementasi, dan evaluasi. Kinerja tidak hanya dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, namun juga perlu berdasarkan atas pendekatan perilaku dalam manajemen yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi.
Pada kegiatan Pemberitahuan kepada masyarakat, terkadang ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh pemilik lahan yang notabenenya hal tersebut bukanlah ranah atau kewenangan dari Tim Persiapan. Sebagai contoh adalah keinginan masyarakat untuk lebih awal mengetahui tentang harga dan nilai tanah yang notabenenya adalah menjadi kewenangan BPN di Tahapan Pelaksanaan. Namun dengan demikian, Tim Persiapan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait alur pelaksanaan pengadaan tanah. 
Dalam kegiatan Pendataan Awal, Tim Persiapan bertugas mengumpulkan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pengumpulan data awal ini tentunya dilakukan dengan  cara turun langsung ke lapangan sehingga data yang dihasilkan lebih valid, Tim Persiapan bersama pemerintah setempat melaksanakannya dengan cara mencocokkan dan melihat langsung antara data pemilik lahan yang ada di dokumen perencanaan dengan data pemilik yang ada di kantor Desa maupun Kelurahan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pendataan Awal adalah daftar nominatif, dari daftar nominatif inilah yang dijadikan dasar dalam pelakasanaan kegiatan Konsultasi Publik.
Kegiatan Konsultasi Publik sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, yaitu pihak-pihak yang lokasinya terkena rencana pembangunan berdasarkan hasil dari kegiatan Pendataan Awal sebelumnya. kesepakatan-kesepakatan tersebut yang kemudian menjembatani antara keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah, yang dalam hal ini adalah perencana sebagai pihak yang memerlukan lahan.
2. Kuantitas
Menurut Luthans (2005) “Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pekerjaan”. Sedangkan Hasibuan (2001) mendefinisikan bahwa kinerja merupakan “suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”.
Salah satu hasil kerja yang dicapai Tim Persiapan berupa penandatanganan Berita acara Kesepakatan yang secara umum memuat tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, lokasi pengadaan tanah, jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, serta kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dianggap perlu serta tidak merugikan kedua belah pihak.Seorang Aparatur Sipil Negara sebagai profesi pada prinsipnya harus memiliki nilai-nilai dasar yang berlandaskan kinerja sehingga pencapaian hasil dapat terwujud secara baik dan profesional. Karena seorang ASN akan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik sebagaimana yang termakhtub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 
Dalam kegiatan Pendataan Awal memang dapat dikatakan cukup baik, mengingat data yang diperoleh pada kegiatan tersebut cukup untuk menjadi acuan dalam rangka kegiatan Konsultasi Publik. Namun disisi lain, kelengkapan data awal merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah dokumen yang dikumpulkan terkadang tidak lengkap seluruhnya. Inilah yang menjadi permasalahan dalam rangkaian Tahapan Persiapan oleh Tim Persiapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rasa enggan dari pemilik lahan untuk menyerahkan fotocopy bukti kepemilikannya dengan anggapan bahwa dengan diserahkannya bukti kepemilikan tersebut, maka secara otomatis lahan mereka akan diambil walaupun belum ada kesepakatan harga.Selain itu, pemilik lahan yang tidak berdomisili di wilayah tersebut, juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk melengkapi bukti dokumen kepemilikan dari pemilik lahan. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam kinerja Tim Persiapan.
Temuan dari segi kuantitas terkait kinerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah ditinjau dari Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi ini adalah jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang tidak sesuai dengan jumlah Dokumen Perencanaan yang diterima pada periode tahun 2013 – 2016. Jumlah dokumen perencanaan yang masuk ke Tim Persiapan hingga tahun 2016 sebanyak 29 Dokumen perencanaan. Sedangkan jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang diterbitkan hingga tahun 2016 sebanyak 26 dokumen. Artinya ada 3 (tiga) dokumen perencanaan yang belum diterbitkan penetapan lokasinya hingga akhir tahun 2016.
Adanya kekurangan dari dokumen perencanaan menjadi penyebab terlambatnya pengajuan kembali dari pihak perencana. Menurut Tim Persiapan, kelengkapan dokumen adalah faktor yang sangat penting  dalam rangka kelancaran pada tahap-tahap selanjutnya. Sehingga perlu dilakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen perencanaan yang diajukan oleh pihak perencana. Kegiatan verifikasi dokumen ini dilakukan sebelum memasuki rangkaian ditahapan persiapan. Adapun tujuan dari verifikasi dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang diajukan oleh Pihak Perencana betul-betul telah lengkap untuk ditindaklanjuti pada tahapan persiapan. Dampak yang ditimbulkan ketika hasil verifikasi menunjukkan adanya kekurangan dari dokumen perencanaan yang diajuan adalah Pihak Perencana terkadang tidak segera untuk membenahi hasil koreksian pada Dokumen Perencanaan, Sehingga terkadang dokumen perencanaan tersebut kemudian diajukan pada akhir-akhir tahun berjalan yang berdampak pada proses ditahapan persiapan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.
Berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini, penulis beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah di tahapan persiapan yang ditinjau dari indikator kuantitas masih dianggap kurang. Bentuk manajemen yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan masih kurang efektif. Penekanan kepada pihak perencana untuk melengkapi dokumennya lebih awal masih dianggap kurang memberikan efek. Penekanan ini perlu sekiranya dilakukan secara maksimal agar Surat Keputusan gubernur tentang Penetapan Lokasi dapat diterbitkan lebih awal, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan ditahapan selanjutnya.
3. Ketepatan Waktu
Mengenai indikator ketepatan waktu dalam rangka pelaksanaan tahapan persiapan oleh Tim Persiapan menjelaskan bahwa Tim Persiapan dalam melaksanakan kegiatan ditahapan persiapan masih terkendala masalah waktu. Walaupun secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum telah menatapkan batasan watu dalam rangkaian kegiatan tahapan persiapan, yakni kegiatan Pemberitahuan maksimal dilaksanakan selama 20 hari kerja, kegiatan Pendataan Awal maksimal selama 30 hari kerja, dan Konsultasi Publik maksimal selama 60 hari kerja.
Dari ketiga rangkaian kegiatan pada tahapan persiapan, yakni kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, dan Konsultasi Publik, Tim Persiapan beranggapan bahwa kegiatan Pendataan Awal adalah kegiatan yang paling banyak memerlukan waktu. Waktu selama 30 hari kerja bagi Tim Persiapan masih dianggap kurang, mengingat dalam pelaksanaannya diperlukan langkah-langkah khusus dengan cara turun langsung kelokasi rencana pembangunan. selain itu, kunjungan ke Desa maupun Kelurahan dianggap memerlukan waktu yang tidak sedikit.
Kegiatan Pendataan Awal masih dianggap kurang maksimal. Tentunya hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Tim Persiapan pada dasarnya menganggap waktu yang diberikan pada rangkaian kegiatan tersebut dinggap masih kurang, khususnya ketika dalam rangkaian kegiatan pengadaan tanah terdapat jumlah pemilik lahan yang berjumlah ribuan. Hal ini disebabkan pada rangkaian kegiatan di Pendataan Awal, Tim Persiapan harus betul-betul memastikan untuk melengkapi dan mengumpulkan bukti kepemilikan terhadap lokasi yang menjadi objek pengadaan tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kinerja Tim Persiapan dilihat dari segi Kualitas dianggap optimal.Namun demikian, khususnya kegiatan Pendataan Awal, Tim Persiapan belum mampu mengumpulkan data kepemilikan dari pihak yang berhak secara lengkap. Dari segi kuantitas, kinerja Tim Persiapan telah dilaksanakan dengan baik yang dilihat dari jumlah penerbitan Surat keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi. Adapun Kinerja Tim Persiapan dari segi ketepatan waktu telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan proses pelaksanakan tiap kegiatan pada tahapan persiapan telah dilaksanakan. Namun pada kegiatan Pendataan Awal, Tim Persiapan masih menganggap waktu yang dibutuhkan terlalu singkat sehingga terkadang Tim Persiapan menyelesaikan Pendataan Awal ini di Kegiatan Konsultasi Publik. 
Sebagai saran dalam penelitian kali ini, Tim Persiapan sebaiknya menekankan kepada pihak perencana agar data dalam dokumen perencanaan yang diajukan terlebih dahulu dilakukan analisis dan kesesuaian sebelum diajukan di tahap persiapan. Selain itu disarankan agar Tim Persiapan perlu melakukan kegiatan Sosialisasi atau Bimbingan Tekhnis terlebih dahulu kepada Instansi-Instansi Pemerintah yang telah ataupun yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah terkait prosedur pengadaan tanah khususnya di Tahapan Perencanaan. Dari segi Ketepatan Waktu, agar Tim Persiapan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang menjadi bagian dari Tim Persiapan dapat terprogram secara baik sehingga melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan.
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